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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 44 /BPKAD-A/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 07 /BPKAD-A/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun
2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2025-2029, perlu dilakukan penyesuaian terhadap IKU
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 07/BPKAD-A/2025 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025;



Mengingat

i L.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);



5.

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 93);

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 127);

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 98);
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2024 Nomor 99), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 29
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025
Nomor 29);

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 65 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Nomor 65);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Perubahan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
Anggaran 2025 beserta Indikator Kinerja Pejabat Struktural dan
Fungsional /Pelaksana  sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran
2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal £0 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

DONATUS FRANSEDA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN

NIP. 19750712 199403 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 44 /BPEAD-A/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEFALA BADAN PFENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 07/BPEAD-A/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIEATOR KINERJA UTAMA

EKABUPATEN EETAPANG TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL/PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATER KETAPANG

TAHUN ANGGARAN 2025
Sasaran Strategls / Target Tak
Program / Keglatan / Indikator Kinerja Definisl Operasional Formulasi / Sumber 2025 Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas  |Persentase Pengelolaan |Prinsip-prinsip akuntansi {(SAF] vang diterapkan |[Jumiah Dokumen 96% Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan |Keuangan Dsernh dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Laporan
Daerah Sesum Standar Keuangan Dacrah Keuangan Peranghkat Daerah Sesual
SAP / Jumlah Perangkat Daerah x
100%
Meningkatnya Kualitas |Persentase Pengelolaan |Pengelosan Aset Dacrah berdasarkan Jumlah Dokumen KIB Peranghat 100% Kepala Badan
Pengelolasn Barang Aset Daerah Sesual inventarisasi Barang Milik Daerah yang tertib Daerah yang Disampaikan Tepat
Milik Daerah Standar dan akuntabel, Hal ini dapat dinilai melalui Waktu dan Sesuai Standar /
Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu suatu Jumlah Peranglat Daerah * 100%
dokumen yang digunakan untuk mencatal dan
mendata barang-barang inventars secara detail,
yang berisi informasi mengenai asal-usil barang,
spesifiknsi teknis (seperti merk, tipe, kapasitas),
nilad fharga, dan data lain yang relevan untuk
inventarisasi dan pengelolaan barang tersebut.
KIB terdiri dari KIB A - KIB F, yakni:
- KIB A : Tanah
- KIB B : Mesin dan Peralatan
- KIB C : Gedung dan Bangunan
= KIB D : Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- KIB E : Aset Tetap Lainnya
- KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan
Meningkatnya Nilai SAKIP Badan Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP 7i Sekretaris Badan
Aluntabilitas Kinerja Pengelola Keuangan penilapian Sistem Akuntabititas Kinerja Instansi  |yang Dituangkan dalam LHE SAKIP
dan Kualitas Pelayunan |dan Aset Daerah Pemerintah [SAKIP] terhadap kanerja nstansi Perangkat Daerah
Badan Pengelola pemerintah dalam berbagal aspek termasuk
Keuangan dan Aset perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
Daerah kinerjn.
Nilad |KM Badan Nilal Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM) Hasil Penilaian Tim Penilai IKM 79
Pengelola Keuangan Perangkat Daerah adalah hasil penguluran Perangkat Daerah
dan Aset Daerah nngkat kepuasan masyarakat terhadap
pelaynnan publik vang diberikan oleh peranglat
daerah yang bersangkutan.
Meningkatnya Tata Persentase Realisasi Perbandingan antara jumlah realisasi Belanja Jumiah Penyaluran Belanja 100% Sekretaris Badan
Kelola Periunjang Belanja Bantuan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan |Bantuan Keuangan, Belanja Tidak
Urusan Kewenangan Keuangan, Belanja Bagi Hasil Kabupaten /Kota yang tepat waktu Terduga, dan Bagl Hasil
Pengelolpan Keuangan | Tidak Terduga, dan dan tepat sasaran dengan total realisasi Belanja  |Kabupaten/Kota yang Tepat Waktu
Daerah Bagi Hasil Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan [dan Tepat Sasaran / Total
Kabupaten/Kota yang |Bagi Hasll Kabupaten /Kota Penyaluran Helanja Bantuan
Tepat Waktu dan Tepat Keuangan, Belanja Tidak Terdugn,
Sasaran dan Bagi Hasil Kabupaten /Kot »
100%
Terpenuhinya Persentase Tingkat pemenuhan persyaratan dusar dan Jumlah Dimenai/Elemen 100% Kepala Subbagian
Kebutuhan dan Administrasi penunjang yang dibutuhkan pegawai untuk Administrasi Kepegawaian yang Umum dan
Pengembangan Kepegawaian Perangkat [melaksanakan tugas dian tanggung j ya Diselesaikan Tepat Waktu dan Kepegawaian
Kompetensi Pegawai Daerah yang secara efektf dan efisien, menjaga kesejahteraan |Sesual Standar / Jumlah Total
yang Tepat Waktu dan  |Diselesaikan Tepat dan motivasi kerja, dan meningkat kompetensi |Dimensi/Elemen Administrasi
Sesum Standar Waktu dan Sesuai diri Kepegawaian = 100%
Standar
Terlaksananya Jumlah Dokumen |Serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi  |Jumlah total Dokumen Pendataan 5 Dokumen Kepala Subbagian
Pendataan dan Pendataan dan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan Pengolahan Administrasi Umum dan
Pengolahan Administrasi | Pengolahan |pemeliharaan, pembaruan, dan pengolahan data |Kepegawaian yang disusun pada Kepegawaian
Kepegawaian Administrasi serta informasi yang berkaitan dengan seluruh  |tahun berjalan
Kepegawsaian aspek yang menyangkut status, hak, kewsjiban,
dan pengembangan karier pegawai, yang
bertujuan untuk menghasilkan informam yang
alkurat, relevan, dan tepat waktu untuk
mendukung pengambilan keputusan dalam
mAanajemen i
Terpenuhinya Persentase Tingkat kelengkapan, ketepatan waktu, dan Jumlsh Dimensi/Elemen 100% Kepala Subbagian
Administrasi Umum Administrasi Umum kesesuaian pelaksanaan kegiatan Administrasi  |Administrasi Umum yang Umum dan
Perangkat Dacrah yang |Perangkat Dacrah yang |Umum di suatu Perangkat Doaerah dengan Terpenuhi Tepat Waktu dan Sesum Kepegawaian
Tepat Waktu dan Sesuni |[Terpenuhi Tepat Waktu |peraturan perundang-undangan, SOP, dan Standar / Jumlah Toal
Standar dan Sesun Standar kebutuhan organisasi Dimensi/Elemen Administrasi
Umum yang Dibutuhkan = 100%
Tersedianya Komponen  |Jumlah Paket |Seluruh proses pengadaan dan penyerahan Jumlah total Paket Komponen 14 Palcet Kepala Subbagian
[natalusi Komponen Instalasi berbagal material dan peralatan listrik yang Instalasi Listrik/Penerangan Umum dan
Listrik/Penerangan Listrik/ Penerangan dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, |Bangunan Kantor yang disediakan Kepegawaian
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang |atau memelihara sistem instalasi listrik dan pada tahun berjalan
Disedialan penerangan di dalam bangunan kantor




| Sasaran Strategis / ; ; Target Tahun
No,| Program / Kegiatan / Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi / Sumber 2025 Penanggung Jawab
9 |Tersedianya Bahan Jumlah Paket Bahan  |Seluruh proses perencanamn. pengacaan, Jumlah total Paket Bahan Logistik B89 Paket Kepala Subbagian
Logistik Kantar Logistik Kantor yang  |penerimasn, penyimpanan, pendistribusian, dan |Kantor yang disediakan pada tzhun Umum dan
Disediakan pengelolaan berbagal barang dan perlengkapan lbujalm Kepegawnian
logistik yang rutin dibutuhkan untuk
mendukung kelancaran operasional dan
|administrasi di lingkungan kantor
10 [Tersedianya Barang Jumlah Paket Barang |Scluruh proses perencanaan, pengadaan, Jumlah total Paket Barang Cetakan 12 Paket Kepala Subbagian
Cetakan dan Cetakan dan produksi, dan penyerahan berbagai dokumen dan Penggandasn yang disediakan Umum dan
Penggandaan Penggandaan yang dan materi tercetak serta hasil penggendaan pada tahun berjalan Kepegawainn
Disediakan yang dibutuhkan untuk mendukung kegintan
operasional dan sdministrasi di lingkungan
instansi, yang bertujuan untuk memastikan
ketersediaan barang cetakan dan penggandasn
yang sesual dengan kebutuhan, dalam jumlah
yang tepat, dengan kualitas yang memadai, dan
efisien
11 |Tersedianya Bahan Jumiah Dolkumen Penyediaan dan pengelolaan bahan bacaan dan  [Jumlah total Dokumen Bahan 24 Dokumen Kepala Subbagian
Bacaan dan Peraturan |Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Peranghat |Bacaan dan Peraturan Perundang- Umum dan
Ferundang-Undangan | Peraturan Perundang- |Dasrah untuk memenuhi kebutuhan informasi  |Undangan yang disediakan pada Kepegawainn
Undangan yang dan referensi yang relevan dengan pekerjann tahun berjalan
Disediakan atau bidang tugas terkait
12 |Terlaksananys Jumlah Laporan Serangkaian kegiatan formal dan terstrukiur Jumlah total Laporan 100 Lapaoran Kepala Subbagian
Penyelenggaraan Rapat Rapat |vang ditunjuk dan difasilitasi oleh pimpinan, |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Umum dan
Koordinasi dan Koordinasi dan vang bertujuan untuk membahas isu-isu dan Konsultasi vang disusun pada Kepegawaian
Konaultasi SKPD Konsultasi SKPD strategis, operasional, dan lintas al, serta hun berjalan
memperoleh masukan, saran, dan kesepakatan
dari unit-unit kena di internal SKPD dan /atau
pihak eksternal terkait, guna mendukung
pengambilan keputusan, penyusiunan kebijakan,
perencanaan program /kegiatan, dan
penyelesaian permasalahan secara efektifl dan
efisien
13 |Terlaksananya Jumlah Dokumen Proses pengelolasn arsip yang dikasilkan dari Jumlah total Dokumen 1 Dokumen Kepala Subbagian
Penatausahasn Arsip Penatausahaan Arsip  |kegiatan operasional suaru organisasi atau Penatausahasn Arsip Dinamis yang Umum dan
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD  [lembaga, yang masih digunakan secara akuf disusun pada tahun berjalan Kepegawaian
dalam kegiatan schari-har, yang bertujuan
untuk mengorganisasi arsip dengan batk,
mempermudah akses dan pencarian mformasi,
menjamin keamanan dan integritas arsip, dan
mendukung efisiensi kerja
14 |Terpenuhinya Persentase Pengadaan | Tinglkat efektivitas dan kepatuhan Perangkat Jumiah Pengadaan Barang Milik 100% Kepala Subbagian
Pengadaan Barang Milik |Barang Milik Daerah  |Daerah dalam melaksanakan selurub tahapan  |Daerah vang Terpenuhi Tepat Umum dan
Daerah Penunjang Penunjang Urusan siklus pengelolann Barang Milik Daerah sesual  |[Waktu dan Sesuai Standar / Kepegawaian
Urusan Pemerintah Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang Jumlah Pengadaan Barang Milik
Daerah yang Tepat yang Terpenuhi Tepat | berlaku, yang divkur melalui seranghaian Daerah yang Direncanakan dalam
Waktu dan Sesuai Waktu dan Sesual mdikator yang mencerminkan kualites Kebutuhan * 100%
Standar Standar perencanaan, pmgaﬂann pmuaumhm
penggunann, pemar an
pcmchhumn penilaian, pcnghapuunn dan
pengawasan Barang Milik Daerah
15 |Tersedinnya Sarana dan |Jumlah Unit Sarana  |Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan Jumlah total unit Sarana dan 2 Unit Kepala Subbagian
Prassrana Gedung dan Prasarana Gedung |untuk mendapatkan atag menambah Prasarana Gedung Kantor atau Umum dan
Kantor atau Bangunan |Kantor atau Bangunan |kepemilikan sarana (peralatan, perlengkapan) Bangunan Lainnya yang disediakan Kepegawaiin
Lainnya Lainnya yang dan prasarana (fasilitas fisik pendulung) baru  |pada tahun berjalan
Disediakan untuk Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
sesual dengan kebutuhan fungsi bangunan,
standar teknis, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
16 (Terpenuhinya Jasa Persentase Penyedinan |Tingkat ketersedinan, kualitas, dan aksesibilitas |Jumlah Jenis Jasa Penuniang yang 100% Kepala Subbagian
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan|layanan jasa pendukung yang dibutuhkan oleh | Tersedia Tepat Waktu dan Sesuai Umum dan
Pemerintahan Daerah Pemermtahan Daerah |Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas dan ESmndar / Jumlah Tomal Jenis Jasa Kepegawaian
yang Tepat Waktu dian  |yvang Terpenuhi Tepat |fungsinya dalam melaksanakan uriisan Penunjang yang Dibutuhkan
Sesuai Standar Walctu dan Sesuat pemerintahan daerah secara efeltif dan efisien | 100%
Standar
17 |Terlaksananya Jumlah Laporan |Selurub proses pengel dan p an Jumlah total Laporan Penyediaan 1 Laporan Kepala Subbagian
Penyediaan Jasa Surat  |Penyedinan Jasa Surat |surat-menyurat dinas yang masuk dan } keluar di [Jasa Surat Menyurat yang disusun Umum dan
Menyurat Menyurat lingkungan organisasi/instansi, termasuk pada tahun berjalan Kepegawaian
penerimaan, pencatatan, pendistribusian,
penginman, dan pengarsipan surat, baik dalam
bentuk fisik maupun elektronik, dengan tujuan
untuk memastikan informasi terdokumentasi
dengan baik, tersampaikan kepada pihak yang
lepat secara efisien dan efektif, serta mudsh
ditemulkan kembali jika dibutuhkan
18 |Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Seluruh proses pengelolann, pengadaan, dan Jumlah tetal Laporan Penyediaan 1 Laporan Kepala Subbagian
Komunikasi, Sumber Penyedinan Jasa pemeliharsan layanan komunikasi (telepon, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Umum dan
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber  [internet), sumber daya air (air bersih), dan listrik |dan Listrik yang disusun pada Kepegawaian
Daya Air dan Listrik yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran |tahun berjalan
yang Disediakan operasional dan aktivitas di lingkungan

organisas/instansi, yang bertujuan untuk
memastikan ketersediaan, keandalan, dan
keberlanjutan layanan-lay tersebut dengs
kualitas yang memadai dan biaya yang efisien




No.| Program / Kegiatan / Indikstor Kinerja Definial Operasional Formulas! / Sumber 2025 Penanggung Jawab
19 |Tersedinnya Jasa Jumlah Laporan Seluruh rangkaian kegiatan dan upaya yang Jumlah total Laporan Penvediaan 1 Laporan Kepala Subbagian
Peiayanan Umum Kantor{Penyediaan Jasa dilakukan oleh unit kerja atau petugas yang Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Umum dan

Pelayanan Umum bertanggung juwab dalam lingkungan kantor, disuaun pada tahun berjalan Kepegawaian
Kantor yang Disediakan|untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari
seluruh pegawal /pengguna kantor, melalui
penyediaan layanan yang bersifat umum, rutin,
dan esenmal, dengan tujuan untuk menciptakan
linglkcungan kerja vang nyaman, aman, bersih,
dan produktif
20 |Terpenuhinya Jasa Persentase Layanan yang dilakukan oleh pihak internal (unit)Jumlah Barang Milik Daerah yang 100% Kepala Subbagian
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Barang  |telmis PD) maupun eksternal (benglel atau [Mendapatkan Layanan Umum dan
Pemeliharaan, dan Milik Daerah penyedia jasa pemeliharaan) untuk menjaga dan |Pemeliharaan Tepat Waktu dan Kepegawaian
Pembayaran Pajak Penunjang Urusan mengembalikan kondisi teknis Barang Milik Sesual Standar / Jumlah Total
Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah  |Daerah agar tetap berfungsi dengan baik dan Barang Milik Dacrah yang
Penunjang Urusan yang Terpenuhi Tepat  |aman sesum dengan standar operasional, yang  [Membutuhkan Layanan
Pemerinitahan Dasrah  |[Wakiu dan Sesuai diukur berdasarkan jenis lavanan yang Pemeliharaan * 100%
yang Tepat Waktu dan  |Standar diberikan, frekuensi pelaksanaan, dan tingkat
Sesuni Standar kepuasan pengguna terhadap hasil layanan
21 |Terdedianya Jasa Jumlah Kendaraan Serangkaian kegiatan vang dilakukan untuk Jumtiah total unit Kendaraan 55 Umnit Kepala Subbagian
Pemeliharaan, Biaya Perarangan Dinas atay ikan kendaraan perorangan dinas atay  |Perorangan Dinas atau Kendaraan Umum dan
Pemeliharaan dan Pajak |Kendaraan Dinas kendarann dinas jabatan tetap berfungsi dengan |Dinas Jubatan yang dipeliharn dan Kepegawaian
Kendaraan Perorangan  |Jabatan yang batk, aman, dan sesual dengan standar dibayarkan pajaknyas pada tahun
Dinas atau Kendarpan  |Dipelihara dan operasional yang ditetapkan Iberjalan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
22 |Terlaksananyn Jumiah Gedung Kantor |Serangkaian kegiatan vang dilakulan secara Jumlah total unit Gedung Kantor 1 Unit Kepala Subbagian
Pemeliharaan/Rehabilita |dan Bangunan Lainnya |terencana dan/atay insidental untuk dan Bangunan Lainnya yang Umum dan
si Gedung Kantor den  |yang |mempertahankan kondisi fisik dan fungsi dipelihara/dirchabilitasi pada Kepegawaian
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilita |Gedung Kantor den Bangunan Lainnya agar tahun berjalan
si tetap laik paka, aman, dan sesual dengan
standar vang ditetaplkan
23 |Terlaksananyn Jumlah Sarana dan |Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara Jumilsh total unit Sarana dan 41 Unit Kepala Subbagian
Pemeliharaan,/Rehabilita | Prasarana Gedung terencana dan/atau insidental untuk Prasarana Gedung Kantor atau Umum dan
si Sarana dan Prasarana [Kantor atau Bangunan |mempertahankan dan memulihkan kondisi fisik |Bangunan Lainnys yang Kepegawalan
Gedung Kantor atau Lainnya yang serta fungst Sarana dan Prasarana Gedung dipelihara/dirchabilitasi pada
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilita |Kantor atau Bangunan Lainnya agar tetap tahun berjalan
si berfungsi optimal, aman, dan sesuai dengan
standar vang ditetapkan
24 |Terlaksananys Jumlah Sarana dan Iangmmhegismynngdlmmmgmra Jumlah total unit Sarana dan 41 Unit Kepala Subbagian
Pemeliharaan /Rehabilita | Prasarana Pendukung  [terencana dan /ateu insidental untule Prasarana Pendultung Gedung Umum dan
si Sarann dan Prasarana |Gedung Kantor atau I hankan dan lihkan kondisi fisik |Kantor atau Bangunan Lainnya Kepegawaian
Pendukung Gedung Bangunan Lainnya serta fungsi Sarana dan Prasarana Pendukung  jyang dipelihara/direhabilitasi pada
Kantor atau Bangunan |yang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya agar tahun berjalan
Lainnya Dipelihara/Dirchabilita (tetap berfungsi optimal, aman, dan sesual
s dengan standar yang ditetapkan
25 |Tersusunnya Dokumen |Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran |Jumlah Dokumen Perencanasn, 100% Fungsional Perencana)
Perencanann, Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang disusun oleh Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Ahli Muda
Penganggaran, dan Pengangguran, dan Subbagian Penyusunan Program BPEAD yang Disclesaikan Tepat Waktu dan Sekretariat/
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Sesuai Standar / Jumlah Total Jabatan Pelaksana
Perangkat Daerah yang |Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan,
Tepat Waktu dan Sesuai |Diselesaikan Tepat Penganggaran, dan Evaluasi Kinerjal
Standar Waktu dan Sesuni yang Disusun = 100%
|Standar
26 |Tersusunnya Dokumen |Jumiah Dokumen Dokumen Perencanaan Peranghkat Dacrah yang  [Jumlah total Dokumen 6 Dokumen |Fungsional Perencanal
Perencanasn Perangkat |Perencanaan Perangkat |terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, dan Perencanaan BFKAD yang disusun Ahli Muda
Daerah Dacrah Rancangan Akhir Renstra dan Renja, Renja pada tahun berjalan Sekretariat/
Perubahan di tahun berjalan, Perjanjian Kinerja Jabatan Pelaksana
dan Perubahan di tahun berjalan, Rencana Aksi,
dan dokumen perencanaan lainnya sesuai tugss
dan fungsi Penyusunan Program BPKAD
27 |Tersedianya Dokumen  |[Jumiah Dokumen RKA- |Dokumen RKA BPKAD yang direncanakan, di-  |Jumlah total Dokumen RKA BPKAD| 1 Dokumen |Fungsional Perencana)
REA-SKPD dan Laporan |SKPD dan Laporan input dalam aplikasi SIPD-RI, dan ditetapkan yang disusun dan ditetapkan pada Ahli Muda
Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi pada tahun anggaran yang berkenaan |tahun berjalan Selkretariat/
Penyusunan Dokumen |Penyusunan Dokumen Jabatan Pelaksana
REA-SKPD RKA-SKPD
28 |Tersedianya Dokumen  |Jumlah Dokumen Dokumen Perubahan dan Penyempumnaan RKA  [Jumlah total Dokumen Perubahan ! Dokumen |Fungsional Perencanal
Perubahan RKA-SKPD  |Perubahan RKA-SKPD |BPKAD vang direncanaken, di-input dalam dan Penyempumaan REA BPKAD Ahli Muda
dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil aplikasi SIPD-RI, dan ditetapkan pada tahun yang disusun dan ditetapkan puda Sekretariat/
Koordinasi Penyusunan |Koordinasi Penyusunan |anggaran yang berkenaan tahun berjalan Jabatan Pelaksana
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
REA-SKFD RKA-SKPD
29 |Tersedianya Dokumen  [Jumlah Dokumen DPA-|Dokumen DPA BPKAD yang direncanakan, di-  [Jumlah total Dokumen DPA BPKADR| 1 Dol Pung: | Perencana
DPA-SKPD dan Laporan |SKPD dan Laporan input dalam aplikasi SIPD-RI, dan ditetaphan yang disusun dan ditetapkan pata Ahli Muda
Hasil Koordinasi Hasil Koordinas: pada tahun anggaran yang berkenaan tahun herjalan Sekretariat/
Penyusunan Dokumen  |Penyusunan Dokumen Jabatan Pelaksana
DPA-SKPD DPA-SKFD
30 |Tersedianya Dokumen  |[Jumiah Dokumen Dolkumen Perubahan dan Penyempurnaan DFA  |Jumlah total Dokumen Perubahan 1 Dokumen |Fungsional Perencana|
Perubahan DPA-SKPD  |Perubahan DPA-SKPD |BPKAD yang direncanakan, di-input dalam dan Penyempurnaan DPA BPKAD Ahli Muda
dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil aplikasi SIPD-RI, dan ditetapkan pada tahun yang disusun dan ditetapkan pada Sekretariat/
Koordinasi Penyusunan |Koordinasi Penyusunan |anggaran yang berkenaan tahun berjalan Jabatan Pelaksann
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD




Sasaran Strategis /

Keuangan

Bantuan Keuangan

dari pemerintah kabupaten /kota kepada desa
untuk mendanai pembangunan dan kegiatan
desa.

- Dana Desa (DD): Bantuan keuangan dan
pemerintah pusat kepada desa untuk mendanai
prmbangunan din kegiitan desa.

No.| Program / Kegiatan / | Indikator Kinerja Definisi Operasional Pormuluai / Sumber “";:;‘"‘ Penanggung Jawab
21 [Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Laporan Capatan Kinerja dan [khtisar Realisasi  |Jumlah total Laporan Capatan 14 Laporan |Fungsional Perencana)
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Kinerja BPKAD pada tahun sebelumnya yang Kinerja dan Ikhtisar Realisas: Ahli Muda
lkchtigar Realisasi Kinerjajlkhtisar Realisasi terdiri dari data dukung penyusunan LFPD & Kinerja BPKAD yang disusun pada Sekretariat/
SKPD dan Laporan Hasil |Kinerja SKPD dan LKPJ, LKjIP serta Laporan Realisasi Fisik dan  [tahun berjalan Jabatan Pelaksana
Koordinasi Penyusunan |Laporan Hasil Keuangan tahun berjalan
Laporan Capaian Kinerja |Koordinasi Penyusunan
dan [khtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerjn SKPD
32 [Terlaksananya Evaluasi [Jumlah Laporan Laparan Evaluasi Kinerja BPKAD tahun berjalan [Jumlah total Laporan Evaluasi 8 Laporan  (Fungsional Perencana
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja yang terdiri dari Laporan Evaluasi Renja Renja Tnwulanan dan Laporan Ahli Muda
Daerah Perangkat Daerah Triwulanan dan Laporan Evaluas Rencana Aksi |Evaluasi Rencana Aksi Triwulana Sekretanat/
Triwulanan BPKAD yang disusun pads tahun Jabatan Pelaksana
berjalan
33 |Terwujudnya Penunjang |Persentase Penyerapan |Perbandingan antara : |umiah Penyaluran Belanja 100% Fungsional Perencana
Urusan Kewenangan Belanja Bantuan (i) realisasi dengan total Belanja Bantuan Bantuan Keuangan / Total Belanja Ahli Muda
Pengelolaan Keuangan |Keuangan, Belanja | Keuangan yang dianggarkan; Bantuan Keuangan yang Schoretariat/
Daerah yang Efekufl Tidak Terduga, dan (i} realisasi dengan kebutuhan akiual Belanja Dianggarkan) + {Realisasi Belanja Jabatan Pelaksana
Bagi Hasil Tidak Terduga; dan Tidak Terduga / Kebutuhan Aktual
Kabupaten /Kota {iif} realisast dengan total Bagi Hasil Belanja Tidak Terduga) + [Realisasi
i!(ahupatmlﬁmn yang dianggarkan Bagi Hasil Kabupaten/Kota / Total
Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang
Dianggarkan]] / 3 * 100%
34 |Tersedianya Analisis Jumiah Laporan Hasil |Penyaluran bantuan keuangan kepadn desa, Jumlah total Laporan Penyaluran 1 Laporan  |Fungsional Perencana
Perencanaan dan Analisis Perencanasan  |baik berupa ADD maupun DD. Bantuan Keuangan (DD dan ADD) Ahli Muda
Penyaluran Bantuan dan Penyaluran - Aldkasi Dana Desa (ADD): Bantuan keuangan  jyang disusun pada tahun berjalun Sekretariat/

Jabatan Pelaksana

Pelaporan dan Analisis |Pelaporan dan Analisis |BPKAD tahun berjalan Prognosis Realisasi Anggaran yang
Prognosis Realisas Prognoms Realisasi disusun pada tahun berjalan
|___|Ariggaran Anggaran

35 |Terkelolanya Dana Jumlsh Laporan Hasil |Dana yang dialokasikan untuk mendanai Jumlah total Laporan Hasil 1 Laporan  |Fungsional Peren:
Darurat dan Mendesak |Pengelolasn Dana kebutuhan mendesak dan darurat di daerah, Pengelolaan Dana Darurat dan Ahli Muda
Darurat dan Mendesak |seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, dll]  |Mendesak vang disusun pada Sckretariat/
dan keadson darurat lainnya tahun berjalan Jabatan Pelaksana
36 |Terkelolanya Dana Bagl |Jumlah Laporan Hasil |Hagian alokasi dari penerimaan Pajak Daerah Jumlah total Laporan Dana Bagi 4 Laporan |Fungsional Perencana|
Hasil Kabupaten/Kota  |Pengelolaan Dana bagi |dan Retribusi Daerah untuk Desa. terdiri dari ;  |Hasil Pajak dan Dana Bagl Hasil Ahli Muda
Hasil Kabupaten/Kota |- Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan [Retribusi kepada Pemerintahan Sekretariat/
Desa Desa vang disusun pada tahun Jabatan Pelaksana
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kotu  |berjalan
Kepada Pemerintah Desa
37 |Tersusunnya Dokumen |Persentase Jumlah Pegawal yang Menerima Gaji dan Jumlah Dimensi/Elemen 100% Fungsional Analis
Pertanggungjawaban Administrasi Keusngan |Tunjangan, serta Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Kebijakan Ahli Muda
Keuangan Peranglcat | Perangkat Daerah yang |Pertanggungiawaban Keuangan BPKAD Diselesaikan Tepat Waktu dan Sekretariat/
Daerah yang Tepat 1Dinel|:mil|:an Tepat |Sesuai Standar | Jumlah Total Jabatan Pelaksana
Waktu dan Sesuai Waktu dan Sesual Dimensi/Elemen Administrasi
Standar serta |Standar Keuangan = 100%
Terlaksananya
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan ASN
38 |Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang yang Pegawai yang ima gaji dan tunjangan Jumlah total pegawai yang 60 Fungsional Analis
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan selama satu tahun menerima gaji dan tunjangan pada | Orang/Bulan | Kebijukan AhH Muda
Tunjangan ASN tahun berjalan Sekretariat/
Jabatan Pelaksana
39 |Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen daftar tambahan penghasilan ASN Jumlah total dokumen daftar 12 Dokumen Fungaional Analis
Administrasi Penyediaan tambahan penghasilan ASN selama Kebijakan Ahli Muda
Pelaksanaan Tugss ASN [Administras satu thun Selkretariar/
Pelaksanann Tugas Jabatan Pelaksana
ASN
40 |Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah total Dokumen 12 Dokumen Fungsional Analis
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Bulanan tahun berjalan (SPJ Fungsional) Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Ahli Muda
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Bulanan pada thun berjalen Sekretariat/
| |Keuangan SKPD Keuangan SKPD Jabatan Pelsksana
41 |Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD mhun  [Jumliah total Laporan Keuangan 1 Laporan Fungsional Analis
Keuangan Akhir Tahun |Keuangan Akhir Tahun |sebel ya yang di 1 di tahun berjalan Akhir Tahun BPKAD tahun Kebijalkan Ahli Muda
SKFD dan Laporan Hasil |SKPD dan Laporan sebelumnya Sekretariat/
Koordinasi Penyusunan |Hasil Koordinasi Jebatan Pelaksana
Laporan Keuangan Akhir|Penyusunan Laporan
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD
42 |Tersedianya Dokumen  |[Jumlah Dokumen Dokumen penyediaan bahan tanggapan Jumlah total Dok 1 Bahan 2 Dokumen Fungsional Analis
Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan pemeriksaan BPK (semesteran) dan Inspektorat | Tanggapan Pemeriksaan BPK dan Kebijakan Ahli Muda
Pemeriksaan dan Tindak | Pemeriksann dan (triwulanan) beserta tindak lanjut hasil Inspektorat selama saty tahun Sekretariat/
Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut pemeriksaan Jubatan Pelaksana
Pemeriksann
43 |Tersedianya Laporan Jumiah Laporan |Laporan Keuangan Semesteran BPKAD tahun Jumlah total Laporan Keuangan 1 Laporan Fungsional Analis
Keuangan Keuangan Bulanan / berjalan Semesteran BPKAD tahun berjalan Kebijakan Ahli Muda
Bulanan [ Triwulanan /Se | Triwulanan / Sekretariat
mesteran SKPD dan Semesteran SKPD dan Jahatan Pelaksana
Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan /Triwulanan /Se¢ | Bulanan/Triwulanan /S
|___|mesteran SKPD emesteran SKPD
44 |Tersedianya Dokumen  |Jumlah Dokumen |Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  [Jumiah total Laporan Analisis 1 Dokumen Fungeional Analia

Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/

Jabatan Pelaksana




‘Sagaran Strategis /
Program / Keglatan /

Definisi Operasional

Formulasi / Sumber

45

Subkegistan
Meningkatnya Tata
Kelola Perencanaan
Anggaran Daerah

Persentase
Perencanman Anggaran
Daerah Sesum Standar

Perbandingan antara jumish dokumen
perencanaan anggaran perangkat daerah [RKA,
RKPA, DPA, DPPA) vang disusun tepat waktu
dan sesusi standar dengan jumiah peranghkat
dacrah

Jumlah Dokumen Perencanasn
Anggaran Perangkat Daerah yang
Disusun Tepat Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Perangkat

Daecrah = 100%

Kepala Bidang

Tﬂ'fakmnnya

Penganggaran yang
Sesuai Standar

Persentase

Penganggaran yang
Sesuai Dokumen
Perencanaan

Perbandingan antara jumlsh pengalokasian
penganggaran yang sesuai dengan dokumen
perencanaan dengan total pengalokasian
Penganggaran

Jumlah Pengalokasian
Penganggaran yang Sesuai
Dokiimen Perencanaan / Total
Pengalokasan Penganggaran »
1007

100%

Kepala Bidang

a7

Tersusunnya KUA dan
FPAS

Jumilah Dokumen KUA
dan PPAS vang
Disusun

- KUA [Kebijakan Umum Anggaran] : Dokumen
yang berisi gambaran umum kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, termasuk arah
kebijakan, prioritas, dan alokasi anggaran untuk
periode tertentu.

- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara) : Dokumen yang bensi daftar
program dan kegiatan prioritas, serta batas
maksimal anggaran yang dialokasikan untuk
setiap program dan kegiatan teraebut. PPAS
menjadi pedoman bagl Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) mercka,

- KUA memuat kebijakan umum terkait
pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
sedangian PPAS merinci alokasi anggaran untul
setiap program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam KUA.

Jumlah total Dokumen KUA dan
PPAS yang disusun dan ditetapkan
pada tahun berjalan

2 Dokumen

Kepala Subbidang
Penyusunan

Tersusunnya Perubahan
KUA dan Perubahan
PPAS

Jumlah Dokumen
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yang
Disusun

- Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran)
adalah revisi atau modifikasi pada dokumen KUA
yang sebelumnya telah ditetapkan, yang
mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan
pembiEyaan, serta asumsi dasar yang
menyertainya untuk periode tertentu. Perubahan
KUA ini dilakubkan untuk menyesuaikan rencana
keuangan dengan kondisi aktual dan
memperbaiki kinerja satuan kerje

- Perubahan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara) adalah reviai atau penyesuaian
terhadap dokumen PPAS yang telah disusun
sebelumnya, yang dilakukean untuk
mengakomodasi perubahan kondisi atau
kebutuhan yang tidak terduga atau untuk
menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi
aktual.

Jumlah total Dokumen Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS yang
disusun dan ditetapkan pada tahun
berjalan

2 Dokumen

Kepala Subbidang
Penyusunan
Anggaran

49

Terlaksananys Verifikasi
RKA-3KFD

Jumiah RKA-SKPD
yang Diverifikasi

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang
disusun oleh SKPD (Satuan Kerja Peranghkat
Daerah] untuk satu tahun anggaran, yang berisi
rencana program dan kegiatan, serta anggaran
pendapatan, belonja;, dan pembiayaan, yang
menjadi dasar penyusunan APBD

Jumlah total RKA-SKPD vang
diverifikasi pada tahun berjalan

49 Dokumen

Kepala Subbidang
Evaluasi dan

Verifikasi Anggaran

Teriaksananya Venfilas:
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Perubahan
| RKA-SKPD yang
Diverifilcasi

Dokumen yang memust perubahan terhadap
RKA-SKFD yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perubahan ini dapat terjadi kearena adanys
penyesunian terhadap target kinerja program
dan kegiatan, serta perubahan alolkasi angparan.
Tujuan penyusunan dokumen perubahan RKA-
SKPD adalah untuk memastikan efisiensi
penggunaan anggaran, serta agar pelaksanaan
program dan kegintan dapat berjalan sesuai
dengin target dan sasaran yang telah
ditetaplan.

Jumlah total Perubahan RKA-SKPD
yang diverifikasi pada tahun
berjalan

49 Dokumen

Kepala Subbidang
Evaluasi dan
Verifikasi Anggaran

51

Terlaksananya Verifikasi
DPA-SKPD

Jumlah DPA-SKPD
yang Diverifikasi

Dokumen yang memunt pendapatan, belanja,
dan pembiayaan setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah {SKPD) yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

Jumlah total DPA-SKPD yang
divenifikasi pada tahun berjalan

49 Dokumen

Kepala Subbidang
Evaluasi dan

Verifikasi Anggaran

52

Terlaksananya Verifilkcasi
Perubahan DPA-SKPD

Jurmlah Perubahan
DPA-SKPD yang
Diverifiknsi

Dokumen yang memuat perubahan terhadasp
DPA-SKPD yang telah ditetapkan sebelumnya,
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

an oleh na @n,

Tersusunnysa Peraturan
Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepaln
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Peraturan
Dacrah tentang APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumilah total Perubahan DPA-SKPD
yang divenifikasi pada tahun
berjalan

49 Dokumen

Kepala Subbidang
Evaluasi dan

Verifikasi Anggaran

« Peraturan Daerah tentang Anggeran
|Pendapatan dan Belanja Daerah : Peraturan
daecrah yang menetapkan rencana keuangan
tahunsan pemerintah daerah, yang meliputi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perda ini
dibahas dan disetujui bersama olch pemerintah
|dacrah dan DPRD,

- Peraturan Bupali tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah : Peraturan
daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk lebih
detail mengatur pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbup ini
|menjelaskan bagaimana APHD yang sudaks
disetujui oleh DPRD diimplementasikan dalam
kegiatan dan program pemerintahan daerah.

Jumlah total Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Dacrah tentang Penjabaran
APBD yang disusun dan ditetapkan
pada tahun berjalan

2 Dokumen

Kepals Subbidang
Penyusunan
Anggaran




Target Tahun

Sasaran Strategis / o
No.| Program / Kegiatan / Indikator Hinerja Definisi Operasional Formulasi /| Sumber 2025 Penanggung Jawab
Subkegiatan

54 |Tersusunnya Peraturan [Jumlah Peraturan - Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran jJumlah total Peraturan Daerah 2 Dokumen Kepala Subbidang
Dacrah tentang Dacrah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah : Peraturan tentang Perubahan APBD dan Penyusunan
Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan  |Daerah yang menetapkan perubahan péada Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Peraturan Kepala Peraturan Kepala rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. (Penjabaran Perubahan APBD yang
Daerah tentang Daerah tentang Perubahan ini hiasanya terjadi karena adanya  |disusun dan ditetapkan pada tahun
Penjabaran Perubahan |Penjabaran Perubahan |perkembangan yang tidak terduga atau berjalan
APBD APBD kebutuhan yang mendesak yang tidak tercover

dalam APBD awal

- Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah : Peraturan Bupati yang mengatur
rincian perubahan pada anggaran pendapatan
dun belanja yang telah ditetapkan sebelumnya
oleh DPRD dan Bupati melalui Perda Perubahan
APBD. Perubahan ini bertujuan untuk
menyesuaikan kebijakan keuangan dan
kebutuhan daerah, sehinggs anggaran dapat
lebih tepat sasaran dan efektif,

55 |Tersusunnya Regulasi  [Jumiah Dokumen Dokumen Regulasi serta Kebijakan pada Bidang |[Jumlah total Dokumen Regulasi 1 Dokumen Kepala Subbidang
serta Kebijakan Bidang |Regulasi serta Anggaran seperti Peraturan Bupati mengenai serta Kebijakan Bidang Anggaran Evaluasi dan
Anggaran Kebijakan Bidang Standar Biaya Masukan, Penyertaan Modal, yang disusun dan ditetapkan pada Verifikasi Anggaran

Anggaran Perjalanan Dinas, dan lain-lain, tahun berjalan

56 |Meningkatnya Tata Persentase Penyerapan |Perbandingan antara jumlah realisasi anggaran |Jumlah Realisasi Anggaran Daerah 93,30% Kepala Bidang
Kelola Perbendaharaan  |Anggaran Dacrah daerah sesuai standar dengan total anggaran Sesua Standar [ Total Anggaran Perbendaharaan
Daerah Sesuai Standar daerah; vang ditargetikan meningkat dar tahun  |Daerah x 100%

ke tahiun

57 |Meningkatnya Kualitas |Persentase Pencairan  |Perbandingan antara jumlah pencairan anggaran |Jumlah Pencairan Anggaran Sesuasi 100% Kepala Bidang

Pencairan Anggaran yang terealisasl sesuai ketentuan dengan total  |Ketentuan / Total Pencairan Perbendaharaan
pencairan anggarmEn = 100%

58 |Terlaksananys il |Kegiatan yang meliputi perencanaarn, Jumlah total Dokumen Hasil 72 Dokumen Kepala Subbidang
Koordinasi dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, Koordinasi dan Pengelolnan Kas Penatausahaan
Pengelolaan Kas Daerah |Pengelolaan Kas pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan | Darrah yvang disusun pads tahun Penerimaan,

Daerah daerah, terutama terkait penerimaan, berjalan Pembiayaan, den Kas
pengeluaran, penyimpanan, dan penempatan Daerah
uang daerah.

59 |Teriaksananya Jumlah Dokumen Hasil |- Anggaran Kas : Perkiraan arus kas masuk dan [Jumlah total Dokumen Anggaran 3.000 Kepala Subbidang
Penytapan, Pelal 1 |Pengendalian dan kel untuk tkan ketersedi dana Kas dan SPD yang diterbitkan pada Dokumen Penatausahaan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran  |vang cukup dalam mendanal kegiatan. tahun berjalan Belanja
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Surat Penyediasn Dana (SPD) : Dokumen yang
Kas dan SPD menyatakan tersedianya dana untuk suatu

kegiatan dan menjadi dasar penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP).

60 |Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil |- Dana Perimbangan adalah dana dari APBN Jumlah total Dokumen Hasil 598 Dokumen | Kepala Subbidang
Koordinasi, Fasilitasi, Koordinasi, Fasilitesi, |yang dislokasikan ke daerah untuk mendanai Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Penatausahaan
Asistensi, Sinkronisasl, |Asistensi, Sinkronisas, |kebutuhan daerah dalam ranghka pelaksanaan  |Sinkronisasi, Superviai, Monitoring, Penerimiman,
Supervisi, Moniforing,  |Supervisi, Monitoring, |desentralisasi, yang terdirt dari Dana Bagi Hasil |dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan, dan Kas
dan Evaluasi dan Evaluasi (DBH], Dana Alokasi Umum [DAU), dan Dana Perimbangan dan Dana Tranafer Daerah
Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK]. Lainnya vang disusun pade tahun
Perimbangan dan Dana  |Perimbangan dan Dana |- Dana Transfer Lainnya (DTL) adalah dana lain  |[berjalan
Transfer Lainnya Tranafer Lainnya yvang dialokasikan dani APBN ke daerah, selain

|Dana Perimbangan. DTL ini meliputi berbagai
Ijcuis dana seperti Dana Hibah, Dana

Peny ian, Dana Ot i Khusus, Dana
Darurat, dan Bantuan Keuangan ke Pemernmtah
Daerah Lainnya.

61 |Terlaksananya Jumlah Laporan - Proses pengelolaan keuangan dacrah yang Jumlah total Laporan Realisasi 48 Laporan Kepala Subbidang
Koordinasi dan Realisasi Penerimaan | melibatikean koordinasi dan penyusunan Laporan |Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penatausahaan
Penyusunan Laporan dan Pengeluaran Kas  |Realisasi Penerimaan din Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Penerimasn,
Realisasi Penerimaan Daerah, Laporan Aliran |Dacrah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembiayaan, dan Kas
dan Pengeluaran Kas Kas, dan Pelaksanaan |Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran PFK. | Py gutan /Pe dan Darrah

Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan /Pemotonga
n dan Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Pemungutan / Pemotong

- Dana Perhitungan Fikak Ketiga (Dana PFK} -

an dan Peny
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK] dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Realisas:
Penerimann dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran
Kag, dan Pelaksanaan
Pemungutan /Pemuotong
an dan Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK}

A

Sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat
dari pungutan dan/atau hasil pemotongan

gail/ upah /penghasilan tetap bulanan pejabat
negara, pegawal negen sipil pusat, pegawai
negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TN}, anggota Kepolisian Republik
Indonesia (Poinj, pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD), atau pegawal
pemerintah dengan perjaniian kegja [PPPK) atau
pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN]
dan scjumlah dana yang disctorkan oleh
pemerintah provinsi /kabupaten /kota dan
pungutan atnu potongan lainnya untuk
dibayarkan kepada pibak ketiga atau pemerintah

|daerah.

Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK] yang disusun pada
tahun berjalan
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62 |Terlaksananyn Jumlah Dokumen Hasil |- Proses pencocokan dan penyesupian data Jumiah total Dokumen Hasil 24 Dokumen Kepala Subbidang
Rekonsiliasi Data Rekonsiliasi Data keuangan antara dua pihak yang berbeda, Rekansilias Data Penerimaan dan Penatausahaan
Penerimaan dan Penerimaan dan antara satuan keria (SKPD) atau lembaga dengan |Pengeluaran Kas serta Pemungutan Penerimaan,
Pengeluaran Kas serta  |Pengeluaran Kas serta |instansi terkait (seperti bank atai lembaga dan Pemotongan atas SP2D dengan Pembiayaan, dan Kas
Pemungutan dan Pemungutan dan keuangan lainnya), yang bertujuan untuk Instansi Terkait yang disusun pada Daerah
Pemotongan atas SP2D  [Pemotongan atas SP2D |memantikan akurasi data keuangan, tahun berjalan
dengan Instansi Terkait [dengan Instansi Terkait [mengidentifikasi perbedaan atau kesalahan

pencatatan, dan menyesuaikan catatan
keuangan. Dalam proses rekonsiliasi, data
|penerimaan dan pengeluaran kas dibandinglan
dan disesuaikan untuk memastikan bahwa
catatan keuangan akurat dan dapat
dipertanggungiawabkan.

- Pemungutan dan pemotongan atas SP2D (Surat
Perintah Pencairan Dana) dengan instansi terkait
merujuk pada proses pengurangan atay
pemotongan dana yang dilakukan oleh instansi
pemerintah atau lembaga terkait dari jumiah
dana yang akan dicairkan melalui SP2D, yang
dilalcukan untuk beberapa tujuan, misalnya
pemotongan pajak atas pendapatan yang
diterima oleh pihak tertentu dan pemotongan
dana untuk kepentingan negara, seperti
penerimaan negara bulan pajak (PNBF). Dialam
proses ini, mstansi terkait alkan melakukan
pemotongan atas dana yang dicairkan melatui
SP2D sesuai dengan keetentuan yang berialku.
|Sisanya kemudian akan diberikan kepada pihak
yang berhak menerima dana tersebut.

63 |Terlaksananya Jumlah Orang vang Proses pengawasan, bimbingan, dan peningkatan|Jumlah total orang yang mengikuti 196 Orang Kepala Subbidang
Pembinaan Mengikuti Pembinaan  |kapasitas untuk mengelola keuangan daerah Pembinaan Penatausahasn Penatausahaan
Penatausahasn Penatausahsan secara efektif, efisien, dan akuntabel; salah Keuangan Pemerintah Belania
Keuangan Pemerintah  (Keuangan Pemerintah  |satunya melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi | Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota Kabupaten [Kota Pengelolaan Keuangan Desa yang diadakan oleh

BPKAD setiap tahunnya.

64 |Meningkattiya Tata Persentase Lap Penyamp Laporan Keuangan Pemerintah - 100%, jika penyampaian LKPD ke 100% Kepala Bidang
Kelala Akuntansi dan Kruangan Tepat Waktu |Daerah (LKPD) Kabupaten Ketapang ke EPK Rl |BPK Rl paling lambat tanggal 31 Akuntans dan
Pelaporan Daerah paling lumbat tige bulan setelah berakhirnya Maret Administrasi

tahun anggaran (31 Maret) - 0% jika penyampaian LKPD ke Pelaporan
BPK RI di atas tanggal 31 Maret

65 |Tersusunnya Laporan | Persentase Laporan - Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan tepat [Realisssi Penyampaian Laporan 100% Kepala Bidang
Keuangan Bulanan dan  |Keusngsn Bulanan dan |waktu {sebelum tanggal 5 bulan berikutnya) Keuangan Bulanan dan Laporan Alkuntansi dan
Semesteran Tepal Waldu | Laporan Keuangan - Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran  |Keuangan Semesteran /| Wakiu Administrasi

Semesteran Tepat tepat waktu [sebelum tanggal 30 Juli) Penyampaian = 100% Pelaporan
Waktu

66 |Terlaksananya Jumlah Laparan Hasil |Proses pencatatan, pengklasifikasian, dan Jumlah total Laporan Hasil 12 Laporan Kepala Subbidang
Koordinasi Pelaksanaan |Koordinasi Pelaksansan|pelaporan transaksi keuangan yang terkait Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi
Akuntanst Penerimaan  |Akuntansi Penerimaan |dengan penerimasn dan pengeluaran kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas
dan Pengeluaran Kaa dan Pengeluaran Kas  |Pemerintah Daerah Daerah yang disusun pada tahun
Daerah Daerah berjalan

67 |Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil |[Proses pencocokan dan penyesuaian catatan Jumlah total Dokumen Hasil 4 Dokumen Kepala Subbidang
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan akuntansi dengan dokumen pendukung atau Rekonsiliasi dan Venifikasi Aset, Akuntansi
Verifikaai Aset, Verifikasi Aset sumber luin untuk memastikan keakuratan dan |Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,

Kewajiban, Ekuitas, Kewsjiban, Eku y b atan data keuangan terkait Aset, Belanja, Pembiayran, Pendapatan
Pendapatan, Belanja, Pendapatan, Belanja, l(.ewngibnn Ekmtna. Pendapatan, Belanja, LO, dan Beban yang disusun pada
Pembiayaan, Pembiayaan, nbiayaan, patan LO, dan Beban tahun berjalan

Pendapatan-L0O, dan Pendapatan-LO, dan

Heban Beban

68 |Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan [Jumlah total Laporan 12 Laporan Kepala Subbidang
Pertanggungiawaban Pertanggungiawaban  |belanja pemerintah daerah dalam bulanan, Pertanggungawaban Pelaksanaan Pelaporan dan
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD triwulanan, dan semesteran. APBD Bulanan, Triwulanan dan Pertanggungjawaban
Bulanan, Triwulanan Bulanan, Triwulanan |- Laporsn Bulanan : Laporan ini disusun setiap |Semesteran vang disusun pada Keuangan
dan Semesteran dan Semesteran Ibulan untuk memantau realisasi anggaran dan  |tahun berjalan

mengidentifikasi potensi permasalahan dalam
pelaksanaan AFBD.

- Laporan Triwulanan : Laporan :m dlsuaun
setiap tiga bulan untuk meng:
pelaksanaan APBD dan mengidentifikasi area
yang memeriukan perbaikan.
- Laporan Semesteran : Laporan ini disusun
setiap enam bulan untuk menilai kinerya
pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD
dan memberikan rekomendasi untulk perbaikan.

69 |Terluksananya Jumlah Laperan Laporan yang menyujikan gambaran keuangan  [Jumiah total Laporan Keuangan 7 Laporan Kepala Subbidang
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD |pemenntah daerah secara menyeluruh, Konsolidasi SKPD, BLUD dan Akuntansi

|Keuangan SKPD, BLUD |dan Laporan Keuangan |mencakup seluruh entitas yang terkait, seperti: |Laporan Keuangsn Pemerintah
dan Laporan Keuangan |Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah, SKPD, dan BLUD Daerah yang disusun pada tahun
Pemerintah Dacrah yang Terkonsolidasi berjatan




No.| Program / Keglatan / Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi / Sumber 2025 Penanggung Jawab

70 |Tersedianya Rancangan |Jumlah Rancangan - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang|Jumiah total Rancangan Peraturan | 3 Dokumen Kepala Subbidang
Peraturan Daerah Peraturan Daerah Pertangpungjawaban Pelaksansan APBD Daerah tentang Pelaporan dan
tentang tentang Kahupaten/Kota : Dokumen Raperda yang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pertanggungiawaban  |mengatur tentang pertanggungawaban APBD Kabupaten/Kota dan Keuangan
Pelaksanaan AFBD Pelaksanaan APBD pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  |Rancangan Peraturan Kepala
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan  |daerah di tingkat kabupaten /kota. Daerah tentang Penjabaran
Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan |- Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Kepala Daerah tentang  |Kepala Daerah tentang |(Raperkada) tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota yang
Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun pada tahun berjalan
Pertanggungjawaban Pertanggungiawaban |Kabupaten/Kota : Dokumen Raperkada yang
Pelaksanaan APED Pelaksanann APBD mengatur tentang penjabaran detail
Kabupaten/Kota Kabupaten (Kota pertangeungiawaban pelaksanaan anggaran

pendag dan belanja daerah di tingkat
kabupaten [ kota, yang memberikan informasi
yang lebih detail kepada stakeholders.

71 |Tersedianya Jumiah Dokumen Dokumen tindak lanjut terhadap rekomendasi  jJumiah total Dokumen 1 Dokumen Kepala Subbidang
Tanggapan /Tindalk Tanggapan [Tindak BPK atas hasil pemeriksaan laporan ketangan. |TanggapanTindak Lanjut Terhadap)| Pelaporan dan
Lanjut Terhadap LHP Lanjut Terhadap LHP |Tindak lanjut ini biasanys mencakup : LHP BFPK atas Laporan Pertanggungjawaban
BPK atas Laporan BPK atas Laporan - Menindaldanjuti rekkomendasi BPK Pertanpgungiawaban Pelaksanaan Keuangan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban |- Mengimplementasikan perbaikan berdasarkan |APBD yang disusun pada tahun
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD temuan BPK |berjalan

- Menyampailean lap tindak lanjut kepada
BPK

72 |Tersedianya Sistem dan |Jumlah Sistem dan [Kerangia-kerangka yang menghubungkan Jumlah total Dokumen Sistem dan 1 Dokumen Kepala Subbidang
Prosedur Akuntansi dan |Prosedur A} i i3 dur atau urutan pekerjaan yang sesual Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan dan
Pelaporan Keuangan dan Pelaporan degan skema yang menyeluruh untuk Keuangan Pemerintah Daerah yang Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah  |melaksanakan akuntansi pemerintahan berbasis |disusun pada tahun berjalan Keuangan

Daerah alkrual

73 |Terlaksananya Jumlah Orang vang Kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk Jumlsh total orang yang mengikuti 456 Orang Kepala Subbidang
Pembinaan Akuntansi, |Mengikuti Pembinaan ingleatkan kompetensi aparatur g intah |Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Akuntansi
Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan  |dacrah dalam mengeloln keuangan dacrah, dian Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota
Pemerintah Pertanggungiawaban  |daerah, meningkatkan transparansi dan
Kabupaten / Kota Pemenntah aluntabilitas, serta memastiltan bahwa

Kabupaten/Kota pemerintah dacrah dapat
mempertanggungiawabl@an penggunaan
anggaran dan sumber daya kepada publik dan
staksholders.

74 |Terlaksananya Jumlah BLUD Kegiatan pembinann yang dilakukan untuk Jumlih total BLUD 25 Lembaga Kepala Subbidang
Pembinaan Pengelolasn |Ksbupaten/Hota yang  |meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan  |Ksbupaten/Kota yang Dibina Pelaporan dan
Keuangan BLUD Dibina BLUD, meningleatkan transparansi dan Pertanggungjawaban
Kabupaten /Kota akuntabilitas, serta memastikun bahwa BLUD Keuangan

dapat mengelola keuangan dengan efektif dan
efisien. Pembinaan ini bertujuan untuk:

- Meningkatian kompetensi aparatur BLUD
dalam mengelola keuangan

- Meningkatkan kualitas laporan keuangan
BLUD

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan BLUD

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolann keuangan BLUD

75 | Tersedianya Laporan Jumlah Laporan - Statistik Keuangan Pemerintah : Suatu sistem  |Jumlah total Laporan Statistik 12 Laporan Kepala Subbidang
Suatistik Keuangan Statistik Keuangan pelaporan yang menghasilkan data yang Keuangan Pemerintahan Daerah Akuntansi
Pemerintahan Daerah  |Pemerintahan Daerah  |komprehensif atas aktivitas ekonomi dan pada Pemerintah Kabupaten /Kota
pada Pemerintah pada Pemerintah keuangan pemerintah dan sektor publik yang yang disusun pada tahun berjalan
Kabupaten / Kota Kabupaten (Kota dilaksanakan dengan mengacu pada Manual

Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

- Laporan Statistik Keuangan Pemerintah [LSKP)
: Laporan vang disusun dalam rangka
pengambilan keebijakan fiskal dan makro
ckonomi selama suatu periode berdasarkan
klasifikasi Statistik Kevangan Pemerintah.

76 |Meninghkatnya Tata Persentase Perbandingan antara penambahan nilai aset [Nilai Aset Tetap Periode Sekarang - 4,26% Kepala Bidang Aset
Kelola Aset Daerah Penambahan Nilai Aset |tetap dengan nilai aset tetap pada periode Nilai Aset Tetap Periode Daerah

Tetap sebelumnya Sebelumnya) / Nilai Aset Tetap

Periode Sebelumnoya * 1009

77 [Meningkatnya Kualitas |Persentase Kesesuaian |Perbandingan antara Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Barang Milik 100%: Kepala Bidang Aset
Laporan Barang Milik  |Penyusunan Laporan  |Dasrah yang di n sesuai } jan dengan  |Daerah yang Disusun Sesuai Daerah
Dacrah Barang Milik Dacrah total Laporan Barang Milik Daerah yang disusun |Ketentuan / Total Laporan Barang

Milik Dacrih yang Disusun » 100%

78 |Tersedianya Standar Jumlah Standar Harga |Standar Harga Satuan (SHS) : Harga satuan Jumilah total Standar Harga vang 2 Dokumen Kepala Subbidang

Harga yang Disusun barang dan jasa yang ditetapkan dengan disusun pada tahun berjalan Pengelolaan Aset
mempertimbangkan tingkat kemahalan yang Daerah
berlaku di Daerah

79 |Tersedianyn Standar Jumlsh Standar - Standar Barang : Spesifikasi barang yang [Jumlah total Standar Barang Milik 1 Dokumen Kepala Subbidang
Barang Milik Daerah dan|Barang Milike Daerah  |ditetapkan sebagai acuan perhitungan Daerah dan Standar Kebutuhan Pengelolaan Aset
Standar Kebutuhan dan Standar pengadasn Barang Milik Daerah dalam acuan Barang Milik Daerah yang disusun Daerah
Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang perencanasn kebutuhan. pada tahun berjalan

Milik Daerah - Standar Kebutuhan : Satudn jumlah barang
vang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan
pengadaan dan pengeunann Barang Milik
Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang
Milike Daerah pada Perangkat Daerah,

80 |Tersedianya Rencana Jumlah Rencana Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumiah total Rencana Kebutuhan 1 Dokumen Kepala Subbidang
Kebutuhan Barang Milik | Kebutuhan Barang (REKBMD) : Dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Doacrah yang disusun Pengelolnan Asct
Duaerah Milik Daerah Barang Milik Daerah untuk periode 1 {satu) |pada tahun berjalan Duerah

tahun,

B1 |Tersedianya Kebijakan |Jumlah Kebijalcan Seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip vang [Jumlah total Kebijakan Pengelolaan| 1 Dokumen Kepala Subbidang
Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk Barang Milik Dacrah yang disusun Penghapusan dan
Milik Daerah Milik Daerah pada tahun berjalan Pelaporan Aset

mengelola Barang Milik Daerah secara efektif dan)
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B2 |Terlaksananya Jumlah Laporan Rangkainn kegiatan yang meliputi pembukuan, |Jumlah total Laporan | Laporan Kepala Subbidang
Penatausahaan Barang |Penatausahaan Barang |inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah |Penatausahaan Barang Milik Pengelolaan Aset
Milik Daerah Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daerah vang disusun pada tahun Darrah

berjalan

83 |Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil |Kegiatan untuk melakukan pendatann, [Jumlah total Laporan Hasil | Laporan Kepala Subbidang
Inventarisasi Barang Inventarisasi (LHI) pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Inventarisasi Barang Milik Daerah Penghapusan dan
Milik Daerah Barang Milik Daerah  |Barang Milik Daerah, yang disusun pada tahun berjalan Pelaporan Asct

Daerah

B4 |Terlaksananya Jumilah Laparan Hasil |Kegiatan tindakan pengendalian dalam Jumlah total Laporan Hasil 1 Laporan Kepala Subbidang
Pengamanan Barang Pengamanan Barang |pengurusan Barung Milik Daerah berupa Pengamanan Barang Milik Daerah Pengelolaan Aset
Milile Daerah Milik Daerah pengamanan fisik, pengamanan administratif,  |vang disusun pada tahun berjalan Daerah

dan pengamanan hulkum

B5 [Terlaksananya Penilaian |Jumlah Laporan Hasil |Kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai Jumlah total Laporan Hasil 1 Laporan Kepala Subbidang

Barang Milik Daernh Penilaian Barang Milik |atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik |Penilnian Barang Milik Daerah yang Penghapusan dan
Daerah dan Hasil Daerah pada saat tertentu disusun pada tahun berjalan Pelaporan Aset
Barang Milik Daerah

86 |Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil |Kegiatan untuk memantau, mengevaluasi, dan  |Jumilah total Laporan Hasil 1 Laporan Kepala Subbidang
Pengawasan dan Pengawasan dan mengendalikan pengeloloan Barang Milik Daerah | Pengawasan dan Pengendalian Penghapusan dan
Pengendalian Pengendalian agar sesual dengan peraturan, kebijakan, dan Pengelolaan B g Milik Daerah Pelaporan Aset
Pengelolasn Barang Pengelolasn Barang standar yang berlaku. yang disusun pada tahun berjalan Daerah
Milik Daerah Milik Daerah

B7 |Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil |- Optimalisasi : Upaya untuk menggunakan Jumlah total Dokumen Hasil 1 Dokumen Kepala Subbidang
Optimalisasi Optimalisam Barang Milik Dacrah secara efektil dan efisien Optimalisasi Penggunaan, Penghapusan dan
Penggunaan, Penggunaan, untuk mencapai tujuan pemerintah daerah. Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pelaporan Aset
Pemanfastan, Pemanfaatan, - Pemanfantan : Pendayagunaan Barang Milik Pemusnahean, dan Penghapusan Daerah
Pemindahtanganan, Pemindahtanganan, Daerah yang tidak digunakan untuk Barang Milik Daerah yang disusun
Pemusnshan, dan Pemusnahan, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada tahun berjalan
Penghapusan Barang Penghapusan Barang |dan/atau optimalisasi Barang
Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah dengan tidak mengubah status

|kepemilikan,

+ Pemindahtanganan : Pengalihan kepemilikan
Barang Milik Dasrah.

- Pemusnahan : Tindakan memusnahkan fisik
dan /atau kegunaan Barang Milik Daerah,

- Penghapusan : Tindakan menghapus Barang
Milik Daerah dari daftar barang dengan
menerbitkan surat keputusan dan pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atan Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan lisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

88 |Teriaksananya Jumlah Laporan Hasil |Kegiatan pencocolan data transaksi keuangan  |Jumlah total Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan Kepala Subbidang
Rekonsiliasi dalam Rekonsilinsi dalam dengan transaksi pembukuan Barang Milik |Barang Milik Daerah yang disusun Penghapusan dan
rangia Penyusunan rangka Penyusunan Daerah berdasarkan dokumen sumber yang pada tahun berjalan Pelaporan Aset
Laporan Barang Milik Laporan Barang Milik |sama; pencocokan data antara data keuangan Daerah
Daerah Daerah dan data pembukuan aset, yang bertujuan

untuk memastikan bahwa data yvang dilaporkan
dalam laporan keuangan pemerintah daerah
akurat dan sesuai dengan data aset yang ada.

89 |Tersusunnya Laporan  |Jumlah Laparan Lsporan yang disusun oleh Pengelola Barang darilJumiah total Laporan Barang Milik 1 Laporan Kepala Subbidang
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah laporan barang pengelala dan laporan Pengguna |Daerah yang disusun pada tahun Penghapusan dan

yang Disusun Barang secarn eran dan tah berjalan Pelaporan Aset
Daerah

90 |Terlaksananyn Jumlah Orang yang Kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk Jumlah total orang yang mengikuti 75 Orang Kepala Subbidang
Pembinsan Pengelolaan |Mengikuti Pembinaan |meningkatikan kemampuan dan kesadaran Pembinaan Pengelolaan Barang Penghapusan dan
Burang Milik Dacrah Pengelolaan Barang aparatur pemerintah daerah dalam mengelola Milik Daerah Pemerintah Felaporan Aset
Pemerintah Milik Daerah aset daerah secara efektif dan efisien. Kabupaten (Kote Daerah
Kabupaten Kota Pemerintah

Kah /Kota

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

DONATUS FRANSEDA




